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ABSTRAK 

Jingga Agus Serli : Analisis  Penerapan Aplikasi Coretax Dalam   

Pembayaran PPh  Pasal 21 Atas Honorarium Di BPKP      

Sumatera Barat 

 

Pembimbing  : Firman, S.E., M.Sc 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi 

coretax dalam pembayaran pph pasal 21 atas honorarium di Badan Pengawasan 

Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di 

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat yang 

beralamat di Jalan By Pass KM 14 Aie Pacah Padang 25177 Sumatera Barat. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai  Penerapan Aplikasi 

Coretax Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan Pengawasan 

Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Setelah data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi 

data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa meskipun 

coretax secara teknis meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pembayaran PPh 

pasal 21, terdapat kendala seperti akses sistem yang belum stabil dan kurangnya 

pelatihan khusus bagi pegawai. Prosedur pembayaran honorarium melalui aplikasi ini 

meliputi perhitungan pajak sesuai golongan, pembuatan bukti potong, pembuatan 

kode billing, penyetoran pajak, dan transfer honorarium ke pegawai. Maka dari itu 

diperlukan peningkatan pelatihan serta perbaikan sistem agar implementasi coretax 

dapat berjalan lebih optimal guna mendukung tata kelola pajak yang efektif dan 

akuntabel di BPKP Sumatera Barat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Pengelolaan pajak secara manual sering kali menimbulkan berbagai 

masalah, seperti kesalahan dalam perhitungan, keterlambatan dalam 

pemrosesan data, dan kesulitan dalam pelaporan pajak yang mengarah pada 

ketidakakuratan informasi dan pemantauan yang buruk. Sistem manual juga 

memperlambat kemampuan pemerintah untuk mengawasi dan menganalisis 

data pajak secara real-time, sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan 

pajak itu sendiri. Oleh karena itu, adanya sistem yang lebih modern dan 

terintegrasi sangat diperlukan untuk memperbaiki proses administrasi pajak 

yang lebih efisien dan meminimalkan kesalahan. Salah  satu bentuk penerapan 

teknologi ini adalah melalui penggunaan aplikasi Coretax yang dirancang 

untuk mempermudah perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak, termasuk 

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak 

Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 

diperoleh dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk pembayaran lain 

yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri berkaitan 

dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan (Alfirdaus & 

Anas, 2024).   
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CoreTax adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan 

wajib pajak dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih efisien, 

cepat, dan akurat. Aplikasi ini memiliki fitur otomatisasi dalam perhitungan, 

pengintegrasian data, serta panduan langkah demi langkah yang dapat 

meminimalkan risiko kesalahan saat pelaporan pajak. Dengan penerapan 

aplikasi ini, diharapkan akan ada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan 

wajib pajak individu maupun perusahaan, serta pengurangan  beban  

administrasi bagi pihak otoritas pajak. Meskipun keuntungan dari CoreTax 

cukup signifikan, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, 

yaitu: (1) Kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan aplikasi baru yang 

mengganggu efisiensi penggunaannya; (2) Koneksi internet yang tidak stabil 

dapat menghambat pengalaman penggunaan CoreTax. Aplikasi ini tidak dapat 

beroperasi secara optimal, mempengaruhi kecepatan dan efisiensi dalam 

proses pembayaran PPh pasal 21; (3) CoreTax dapat mengalami gangguan 

teknis atau masalah pada kecepatan akses, seperti lambatnya proses 

perhitungan atau pelaporan. Hal ini berpotensi memperlambat pembayaran 

PPh pasal 21 (Simanjuntak dan Kusuma, 2024). 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 

Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam 

pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran negara memiliki kewajiban 

dalam pelaksanaan administrasi perpajakan yang akurat dan tepat waktu.  
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Tabel 1. Data Pegawai BPKP Sumatera Barat 

Golongan Pegawai Jumlah Pegawai 

Golongan II 25 

Golongan III 64 

Golongan IV 26 

Total 115 

Sumber: Data internal BPKP Sumatera Barat, 2025 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai BPKP Perwakilan Provinsi 

Sumatera Barat mencapai 115 orang yang terdiri dari golongan II, III, dan IV. 

Komposisi  tersebut mencerminkan  adanya variasi jabatan dan tanggung 

jawab, yang secara langsung berpengaruh pada besarnya honorarium  serta 

kewajiban pemotongan PPh Pasal 21. Dengan jumlah pegawai yang cukup 

besar, keberadaan coretax sangat penting untuk membantu bendahara dalam 

menghitung, memotong, dan melaporkan pajak honorarium secara lebih 

efisien, akurat, dan akuntabel. 

BPKP  Sumatera Barat mulai menerapkan aplikasi Coretax sebagai 

bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih efisien dan 

akuntabel, khususnya dalam pembayaran PPh 21 atas honorarium. Namun, 

dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, seperti susah 

mengakses aplikasi karena aplikasi baru, kesulitan dalam menyesuaikan diri 

dengan aplikasi baru. Selain itu kendalanya adalah mekanisme pembayaran 

pajak yang tidak dapat langsung dilakukan ke akun pajak yang dituju, 
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melainkan harus melalui sistem deposit, yang menambah tahapan dan 

berpotensi menghambat kelancaran pembayaran honorarium jika saldo belum 

tersedia tepat waktu. Situasi ini tidak hanya memperlambat proses 

administrasi, tetapi juga menyulitkan rekonsiliasi dan pelaporan pajak secara 

real-time (https://bit.ly/4lRdZpE). 

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan aplikasi CoreTax dapat membantu BPKP Sumatera 

Barat dalam proses pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium, sekaligus 

mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas CoreTax 

dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di lingkungan BPKP. 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul 

” Analisis Penerapan Aplikasi Coretax Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 

Atas Honorarium Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 

(BPKP) Sumatra barat” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan aplikasi Coretax dalam pembayaran PPh Pasal 21 

atas honorarium di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 

(BPKP) Sumbar? 

https://bit.ly/4lRdZpE
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2. Bagaimana Prosedur pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium dengan 

menggunakan aplikasi Coretax di Badan pengawasan Keuangan Dan 

Pembangunan (BPKP) Sumbar? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulisan dalam pembahasan masalah ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui penerapan aplikasi Coretax dalam pembayaran PPh Pasal 21 

atas honorarium di Badan pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 

(BPKP) Sumbar 

2. Mengetahui prosedur pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium dengan 

menggunakan aplikasi Coretax di  Badan pengawasan Keuangan Dan 

Pembangunan (BPKP) Sumbar 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun hal dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Penulis  

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis mengenai Analisis Penerapan Aplikasi 

Coretax Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan 

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat. 
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b. Bagi Pembaca  

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah 

pengetahuan para pembaca mengenai Analisis Penerapan Aplikasi 

Coretax Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan 

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat. 

c. Bagi Perguruan Tinggi  

Menjadi salah satu tambahan referensi di Universitas 

khususnya mahasiswa Universitas Negeri Padang dan untuk informasi 

tertentu yang menyangkut tentang Analisis Penerapan Aplikasi 

Coretax Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan 

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat, 

sekaligus membentuk lulusan berkualitas yang siap terjun dalam dunia 

kerja.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Instansi  

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah nagari dapat 

mengetahui Analisis Penerapan Aplikasi Coretax Dalam Pembayaran 

PPh Pasal 21 Atas Honorarium Di Badan Pengawasan Keuangan Dan 

Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat. 
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b. Bagi Masyarakat  

Diharapkan berguna menjadi bahan informasi dan data 

sekunder bagi kalangan Masyarakat ataupun bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin mengangkat pada bidang dan permasalahan yang sama 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan penulis pada  Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat 

mengenai penerapan aplikasi coretax dalam pembayaran PPh Pasal 21 atas 

honorarium dapat diambil kesimpulan bahwa  : 

1. Aplikasi coretax sudah diterapkan di BPKP Sumatera Barat sejak awal 

tahun 2025, namun pelaksanaannya masih terkendala seperti akses server 

yang sering mengalami gangguan , belum tersedianya akun khusus PPh 21 

(kode 41121), serta kurangnya pemahaman pegawai karena minimnya 

pelatihan. 

2. Prosedur pembayaran honorarium melalui coretax dilakukan oleh 

bendahara  secara sistematis, mencakup  perhitungan tarif pajak 

berdasarkan golongan pegawai, pembuatan bukti potong dan kode billing, 

lalu penyetoran pajak kekas negara, dan tranfer honorarium bersih ke 

rekening pegawai 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diusulkan 

penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk pelaksanaan internal di BPKP, disarankan agar dilakukan pelatihan 

langsung dan berkelanjutan dari DJP kepada seluruh pegawai yang terlibat 

dalam proses perpajakan, khususnya bendahara dan staf keuangan.Untuk 

meningkatkan pemahaman teknis dan kesiapan penggunaan aplikasi 

coretax dapat lebih optimal dan efisien 

2. Disarankan kepada DJP untuk mempertimbangkan penyempurnaan sistem 

coretax, seperti penambahan akun khusus pajak PPh 21 (kode akun 41121) 

agar pembayaran dapat langsung dilakukan tanpa harus melalui akun 

deposit.  
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